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PENETAPAN
Nomor 2238/Pdt.G/2017/PA.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam
perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Uun Unayah binti Najar, tempat tanggal lahir, Bekasi, 15 Februari 1983,
Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal
di: Kampung Bangkongreang, RT.003 RW.001, Desa

Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten
Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rohmat,
S.Ag. SH.MH. Lukman Hakim, SHI. Advokad /
Pengacara dan Konsultan Hukum pada Yayasan
Lembaga Bantuan Hukum Perselisihan Keluargadan
Perceraian yang beralamat kantor di sampaing kanan
Masjid Agung Nurul Hikmah Komplek Perkantoran
Pemerintah Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 16 Oktober 2017, untuk selanjutnya
disebut sebagai “Penggugat”;

melawan
Sanan bin H. Ketit, tempat tanggal lahir, Bekasi, 30 Desember 1980, Umur
37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP,
Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di: Kampung
Bangkongreang (dirumah orang tua Tergugat A.n Bapak
H. Ketit), RT.003 RW.001, Desa Wangunharija,
Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Untuk

selanjutnya disebut Tergugat;
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Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan / atau kuasa Penggugat di

muka sidang;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17

Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Cikarang Nomor 2238/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 17-10-2017 mengemu-

kakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Kamis
tanggal 13 September 2001 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama
Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
sebagaimana ternyata dalam  Kutipan Akta Nikah  Nomor:
1247/79/1X/2001 tertanggal 13 September 2001;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
kediaman bersama yang beralamat di: Kampung Bangkongreang, RT.003
RW.001, Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten
Bekasi;

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis
layaknya suami istri serta melakukan hubungan layaknya suami istri
(ba’da dukhul ) dan sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama
Muhaimin Nul Ummam, umur 14 tahun;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan
dengan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2014 keharmonisan
rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi
permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab
yaitu:

a. Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Yeyet
yang berasal dari Kampung Cibenda — Kab. Bekasi;
b. Tergugat pulang kerumah tidak teratur (jarang pulang) tanpa alasan

yang jelas;
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c. Tergugat sering kali berkata kasar dengan nada tinggi (membentak)

Penggugat setiap kali terjadi percekcokan;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga
antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2015 yang
mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah (pisah
tempat tinggal) dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir bathin
kepada Penggugat sampai dengan sekarang;

6. Bahwa lkatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga
yang Sakinah, Mawadah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan
dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk
mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang
terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan
perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Cerai
Gugat ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima,

memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Sanan bin H. Ketit)
terhadap Penggugat (Uun Unayah binti Najar);

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah
ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya hadir di persidangan, sedang

Tergugat tidak hadir pula tidak menguasakan kepada orang untuk

menghadap, kemudian Ketua Majelis menjelaskan bahwa berdasarkan
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relaas panggilan tertanggal 26 Oktober 2017 dan tanggal 21 November

2017, Tergugat tidak bisa dipanggil secara resmi dan patut karena tidak
dikenal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa di muka sidang tanggal 29 November 2017
Penggugat melalui kuasanya menyatakan dan / atau mohon untuk mencabut
gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara a quo tidak
dilanjutkan dan dinyatakan telah selesai ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini,
maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara

pemeriksaan perkara ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan
bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di
hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Cibitung Kabupaten Bekasi, dan rumah tangga tidak harmonis, oleh karena
itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai
sebagaimana diatur dalam pasal 20 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU.
No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan
UU. No. 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan
perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu
berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang
(absolut) memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 29
November 2017, Penggugat telah menyatakan dan/ atau mohon kepada

Majelis untuk mencabut perkaranya, oleh karenanya Majelis berpendapat
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pemeriksaan perkara Nomor 2238/Pdt.G/2017/PA.Ckr tidak perlu

dilanjutkan dan harus dinyatakan telah selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini
dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal 271 dan 272 Rv serta segala ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2238/pdt.G/-
2017/PA.Ckr. dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp

301.000,- ( tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Cikarang, pada hari Rabu tanggal 29
November 2017 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1439 H.
dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri
dari Muhsin, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. Asmawati, SH.MH.
dan Muhammad Arif, S.Ag.M.Sl. sebagai hakim-hakim Anggota serta
diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu Mansur Ismail,
S.Ag.MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa
kehadiran Tergugat ;

Ketua Majelis

ttd
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Muhsin, SH

Hakim Anggota
ttd

Hj. Asmawati, SH.MH.

Hakim Anggota
ttd

Muhammad Arif, S.Ag.M.SI.

Panitera Pengganti
ttd

Mansur Ismail, S.Ag.MH.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran :Rp.  30.000,-
2. Biaya Proses :Rp.  50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak :Rp. 210.000,-
4. Biaya redaksi . Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai " Rp. 6.000,-
Jumlah :Rp 301.000,-

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya
Oleh Panitera,

H. Dede Supriadi, SH.,MH.
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